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BUPATT BARITO SEI-qTAN

PRCVTNSI KALIMAT{?AN TENGAH

PERAT{,rRAN BUPATI BARTTCI SEIATAhI
NOMOR ] -I TAHUN 2O2O

TENTANG

TATA C.&.RA PEMtsAGIAN DA.N PENETAPAN R[NCI.A}.I DANA DESA SETTAP DESA
TAHUN A;{GGARAbI 2O2g

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

tsUPA?I BARTTO SEI,ffTAN,

Menimbang bahwa untuk mel,a&sanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1)

dan atrrat {6} Feraturan Pemerintah Nomor 5O Tahr-u
2014 tentaa.g Dana Desa Yang Bersur$kr dari
Anggararl Pe*rdapatan dan Belanja Negara,

teXah beberapa kali d*:bah terakhir derrgan Peraturan
Pemerintah l{omor 8 ?ahun 2016 tentang Pembahan
Kedua Ata$ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tenta$g ,D&rla Deta. Yang Bersurnber dari
Angaran Perrdapatan da-rr Belaaja Nega-ra, perlu
menetapkaa Peraturan Bupa.ti tentareg ?ata Cara
Pembagian dan knetaparr Rincian Dana. Desa" Setiap
Desa 

"ahun 
Angaran 2O2O;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Nornor 3 TahL:n 1953
tentacg Perpanjangan Pembenfnd<an Daerah Tingke.t Itr

di Kalirnantarx (Lernbaran Negara Repnblik Indonesia
Tahun 1,953 Nomor 9I sebagai Undang-Undang

{n".ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun f 959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
trndonesia Nomor 182Oh

Undang-Undang Nomnr 6 Tahun 2014 tentaag Desa

$,ernbaran Negara Repubiik Indorresia Tahrrn 2OI"4
F[ornor 7, Tarnbahan Lernbaran Negara Reptlblik
trndonesia Nornor 5a95!;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daeratr { tr,eurbaran Negara Republik
lnds)&esia Tatrun 2014 tlomor 244, Tambahan Lembarart

il{engingat : 1"

9

r).
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Negara Republik Indonesia Nomor 5SB7 ), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
undang Negara Tahun 2015 tentang perubahan Kedua
Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pembentukan Daerah ( Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 567g;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2OL4 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2o_79 tentang Perubahan
kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2Al4
tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor
tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OIg Nomor 41, Tambahan Lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2AH tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indon-esia Tahun 2Ol4 Nomor 168, Tambahan
Lembar,an Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubatran Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2Ol4 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2A16 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 586a);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2}lg tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2A2O (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al8 Nomor 22Ol;

Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2OL8 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2078
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 1O81);

5.

6.

7.

8.
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9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2OS/PMK.A7 12019

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 170O);

1O. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2Ol9
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2A2A
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1012);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4
Tahun 2A19 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O2A (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2OL9l, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);

12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2OLS
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan BaranglJasa di
Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2015 Nomor 2U sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito
Selata.n Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Barito SelatanTahun 2O18 Nomor 18);

13. Peratur:an'Bupati:,,Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2Ol9
tenta,ng Pedoman Fengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Ka,bupaten.',. Barito' Selatan Tahun 2Ot9
Nomor 19;

Menetapkan
:

:rrl' ' :r:: _

PERATURAN BUPATI. TENTANG .TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN zuNCIAN DANA DESA SgTIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2O2O. -

BAB I
KSIENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yan.g berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masy ar akat seternpat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
danf atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
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3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur

penyelen ggat a Pemerintahan D e sa;

4.JumlahDesaada]ahjumlahDesayangditetapkanoleh
Menteri Dalam Negeri'

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan

bagi Desa yang ditransfer melaiui Anggaran Pendapatan

dan Beianja baerrh Kabupaten Barito selatan dan

d,igunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerint al:ran, pelaksanaan pembangtrnan' pembinaan

k.*r=yu"rakatan, dan pemberdayaan masyarakat'

6'Alokasil)asaradalahalokasiminimaldanadesayang
akan diterima oleh setiap desa secara merata yang

besarnyadihitungberd"asarkanpersentasetertentudari
anggaran dana desa yang dibagi dengan jumlah desa

"a"^ru. 
nasional.

T.AlokasiAfirmasiadalahalokasiyanqdihitungdengan
memperhatikanstatusdesatertinggaldandesasangat
tertinggal, Yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi'

S.Alokasi.Kinerjaadalahalokasiyangdihitungdengan
mempertratikan: variahel tentang Pengelolaan Keuangan

Desa, Pengelolaan Dana Desa, Capaian Output Dana

Desa dan capaian Hasill: outcome Pembangunan Desa'

g. Alokasi Formula adalah, alokasi yang dihitung dengan

memperhatikan jumlah penduduk desa, angka

kemiskinan desa,r rluas wilayah desa, dan tingkat

kesuiitan geografis desa setiap kabupaten'

10. Indek Kesulitan Geografis Desa yang

selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang

mencerminkan tingkat kesulitan geografis sgatu desa

berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar,

kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

11. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat
RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang
negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selakrr
Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
penerirnaan Negara dan rnembayar selurt. h pengeluaran
Negara pada bank sentral.

12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan <lleh Bupati untuk menampung
seluruh penerimaan daerah Can mernbayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD
adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan
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desa yang menampung seruruh penerimaan desa dan
untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank
yang ditetapkan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disingkat KppN adarah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
kuasa Bendahara umum Negara untuk melaksanakan
sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum Negara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang
selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2'

(1) Dana Desa untuk Kabupaten Barito Selatan Tahun
Anggaran 2O2O berjumlah Rp.86. 16L.914.0OO (delapan
puluh , enam milryar seratus enam puluh satu juta
sembilan rratus,€dpat.,belas ribu rupiah) .

(2) Rincian Dana,.Desa,tsetiap Desa di Kabupaten Barito
Selatan",Talilfn Angg4{qq 2A2O, dialokasikan secara
merata dan berkeadilan,berdasarkan:
a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi; .

c. Alokasi Kineda;:,daii'r 
:

d Alokas' : 'For*uia yang dihitung d.engarr.

menxperhatikan jumlah penduduk, angka
kerrriskinan; .luas wi.lq5rah, dan indeks kesulitan
geografu 'setiqp- desa.,

(3) Jumlah Desa di Kabupaten Barito Selatan yang akan
menerima Data Desa berjumlah 86 (delapan puluh
enam) Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Desa sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a) dihitung berdasarkan alokasi dasar
per kabupaten dibagi jumlah desa mengacu pada Peraturan
Presiden Nomor 78 Tahun 2OLg tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2A.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud

15.



{2} Besaran Alokasi Afi"rmasi setiap Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian

Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf

c, dibagi kepada Desa dengan kineria terbaik dalam

pengelolaan keuangan desa' pengeloiaan Dana Desa'

capaian keluaran (output) Dana Desa' dan capaian hasil

(outcome) Pembangunan D e sa'

Pasal 6

l:"slirris?i aiokasi r<in9!] setiap Desa -:ffil:ffil:
dimlksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan mt

bobot sebagai berikut:
;:;;G;i;fi;" keuangan Desa dengan bobot 2aa/o (dua

puluh persen); 
:

U. i"t g"foh*tt Sana':Desa dengan bobot 20% (dua puluh
persen);

". 
;;il;n ktuara$ {aulPutl.Dana Desa
(dua puluh lima Persen!;'dan

d. capaian hasil '(outcome) pembangunan
35% (tiga puluh lima Persen).

' Pasal 7

(1) Alokasi kiaerja setiap Desa dirnaksud dalam Pasai 6
huruf.a dihitung dengan rurmls :

AK Desa = {O,O15,X DD)/{O,1 X jumlah Desa)

Keterangan:
AK Desa - Alokasi Kinerja Desa

-6-
dalam Pasal 2 huruf b diberikan

dan Desa Sangat Tertinggal

penduduk miskin tinggi'

kepada Desa Tertinggai

yang memiliki jumlah

dengan bobot 25o/a

desa dengan bobot

DD = Pagu Dana Desa Nasional
Jumlah Desa = Jumlah Desa Nasional

(2) Pengeloaan Keuangan Desa sebagaimana dirnaksud
dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari :

a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap
total Pendapatan APBDesa dengan bobot SOa/"

(1ima puluh persen);dan
b. rasio belanja bidang pembangunan dan

pemberdayaan terhadap total belanja bidang
APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen).

{3) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf b, dinilai dari:
a. persentase kesesuaian bidang pernbangr"rnan dan

pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa
terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima



-7 -
puluh lima persen); dan

b. persentase pengadaan barang dan jasa Dana Desa

secara swakelola dengan bobot 45Yo {errrpat puluh
lima persen).

(4) Capaian keluaran (outpttt) Dana Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dinilai dari:
a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa

dengan bobot 5O% (lima puluh persen); dan

b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan

bobot 5O% {lima Puluh Persen).
(5) Capaian hasil (outcome) pembangunan Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dinilai
dari:
a. perubahan skor indeks Desa membangun dengan

bobot 30% (tiga Puluh Persen);
b. perubahan status Desa membangun dengan bobot

3O% {tiga puluh Persen};
c, stafus Desa- indeks Desa membangun terakhir

d.engan bobot too/o (sepuluh persen); dan
d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan

bobot 3Oa/o (tiga Puluh Persen).
.:,ri ,..,,:,
.a .: .: .' ';'"' ' ':',. '','PaSal B'

Aiokasi farmula, : sebagAi$ a, dimaksud dalam Pasal 2
huruf d, dihitung berdasrirkan data jumlah penduduk,

angka kemiskillan, 1ug.s',wilayah, dan indeks kesulitan
geografis yang ber.surnbe* dari kementerian yang berwenang

dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di:EiAangstatistik

i , , Pasal''9

penghitungan alokasi,,.fbrmula setiap Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal I dilakukan dengan menggunakan
formula sebagai berikut:

AF Desa = {(O,10 X Zl) + (o,5o xz2l + (0,15 X.Z3l + (O,25 X
Z4l\ X AF KabuPaten.

Keterangan:

AF Desa : Alokasi Formula setiap Desa

ZL : rasio jumlah penduduk setiap Desa
terhadap total penduduk Desa Kabupaten
Barito Selatan.

Z2 : rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa
terhadap total penduduk miskin Desa
Kabupaten Barito Selatan.

Z3 : rasio luas wilayah setiap Desa terhadap
total luas wilayah Desa Kabupaten Barito
Selatan.
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= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa

Kabupaten Barito Selatan.

= Alokasi Formula Kabupaten Barito Selatan'

Pasal 1O

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di

Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2A2A

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

(1) penyaluran Dana Desa dilakukan melalui

pemindahbukuandariRKI.INkeRKDmelaluiRKUD.
ke RKD dilakukan Paling(2) Pemind.ahbukuan dari RKUN

lambat 7 (tujuh) hari_kerja setelah Dana Desa diterima di

Rekening I{]JD setelah persyaratan penyaluran telah

dipenuhi.
'" 

: 
':; 

:' t': 
':t: '

(3) Penyaturan Dina Disa dari RKUT ke RKD tahap I
dilaksanakan,,se1elah,@pati rnenerima Peratr.rran Desa

mengenai np,,g. Desa':,,4ari Kepala ?t:a', 
paling cepat

bulan .lanuari dan,r:aling lambat bulan juni sebesar

(4) penyaluran Dana. Desa, dari RKUI\ ke RKD tahap II
dilaksanakan *"t*l.h Bupati menerima laporan realisasi

penyqraparr ,'{an ,capaian autput Dana Desa tahun
anggaran sehelumnya dan laporan realisasi penyerapan

dan capaian,kgluaran Dana. Desa tahap I menunjukkan

rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar

50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran

menunjukkan paling sedikit sebesar 357o (tiga puluh

lima persenl d.ari Kepala Desa, paling cepat bulan Maret

dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus

sebesa.r 4Oo/o (etnpat puluh persen).

(5) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap III
dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi
penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai
dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 9O% (sembilan puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan
paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)

serta laporan konvergensi pencegahan sfitnting tingkat
Desa tahun anggaran sebelumnya, paling cepat bulan
Juli sebese-r 2OV" (dua puluh persen).
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(6) Dalam hal penyaluran Dlna Desa tahap I dan tahap II

secara Utt*'***n' penyalu ran DanaDesa dari RKUN ke

RKD ""U"gti*;t 
ai*"tt*ud pada ayat (1) dilaksanakan

setelah g,p;; menerima dokumen persyaratan

penyalur* i^ti Kepala Desa' dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. tahap I dan tahap II berupa Peraturan Desa mengeoal

APB Desa-; dal

b. tahaP III beruPa:

1- laporan realisasi penyerapan dan capaian output

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya'

2- laporan realisasi penyerapan dan capaian output

Dana Desa samPai dengan tahaP II'

3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat

Desa tahun aflggatarT sebelumnYa'

(7) Seluruh dokumen persyaratan plnyallran Dana Desa

diveri{ikasi oleh Tirn Fasilitasi Tingkat Kecamatan'

(8) Dolmmen yang memenuhi. persyaratln' selanjutnya

dibuatkan surat nengantll darrf atau rekomendasi yang

ditujukan neptaa Bupati 'Cq' Kepala Dinas Sosial'

neniberdayaan Masyqlakat dan Desa Kabupaten Barito

Selatan untuk:ditrotes lebih lenjut'

(g) Penyalr.rr"" n.. ia ne itakukan setelah Kepala KPPN

selak-r' KPA,:.,lpen5ra DAK fisik dan Dana Desa

menerima aokurnen perqyaratan penyaluran dari Bupati

cq.Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat da]1

Desa KabupS'te,,p.l..iB.,ar1to Selatan sesuai peraturan
perundang-undan$an. '

(10) Dalarn ha} . Bupati , CQ. '' Kepala Dinas Sosial,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito
Selatan tidak :,rnerlYAmpaikan dokumen persyaratan
penyaluran sebagaimana dirnaksud pada ayat (9)

sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran, Dana
Desa tidak disalurkan dan menjadi Sisa Dana Desa di
RKUD.

(11) Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada
angka 1O tidak dapat disalurkan kembali pada Tahun
Anggaran berikutnya.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai
pembangunan darr pemberdayaan masyarakat (sesuai
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prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi), meliputi :

a. peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa yang
diutamakan untuk membiayai pelaksailaan program
dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang
berdampak langsung pada meningkatnya kualitas
hidup masyarakat;

b. peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa yang
diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program
yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan
kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan
ekonomi bagi keluarga miskin, dan meningkatkan
pendapatan asli Desa;

c. penanggulangan kemiskinan yang diutamakan
untuk membiayai program penanggulangan
kemiskinan, melakukan pemutakhiran data
kemiskinan, melakukan kegiatan akselerasi ekonomi
keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan
lapangan kerja, menyediakan modal usaha dan
pelatihan bagi masyarakat Desa (yang menganggur,
setengah menganggur, keluarga miskin) dan
melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis
(stunting);

d. peningkatan pelayanan publik yang diutamakan
untuk membiayai pelaksanaan program bidang
kesehatan, ?endidi.,kan, dan sosial; dan

e. selanjutn5la Desa 113ry m-endapatkan alokasi afirmasi
wajib m.ernpergunalian alokasi afirmasi untuk
kegiatan pe-nanggulangan kemiskinan.

Dana Desa dapat digqnakan untuk membiayai kegiatan
yang tidak termasuk'ddam prioritas penggunaan Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah
mendapat perse-_tujuan Bupati.

Dalam'rnembeiikan persetqiuan sebagaimana dimaksud
pada ayat'1?), Bupati memastikan pengalokasian Dana
Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah
dipenuhi danf atau kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

(4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah
Desa-

(5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan
Desa mengenai APB Desa.

(2\

{3)
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Pasal 13

pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa

berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh

Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa

diutamakan ditakukan secara swakelola dengan

menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan

diupayakan dengan trebih banyak menyerap tenaga kerja

dari masyarakat Desa setemPat.

Pasal 14

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana

Desa.

{2} pernerinta.h Daerah dapat melakukan pendampingan

atas penggunaan Dana Desa.

(3) Pendampingan sehagaimana dirnaksud pada ayat (21

dibe-bankan pada ,Anggarqn Perrdapatan dan Belanja

Daerah.

Pasal 17

Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa sesuai dimaksud

dalam Pasal 16 disampaikan kepada Bupati Barito selatan
Cq. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaall Masyarakat dan

Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan.

':' Pasal t5
Format daftar'rencar,leffnggUnaan dana desa, format surat

pernyataan tajlgsli jA*aU fornrat sistematis laporan akhir
.71 :::.: 7'-' :, ..t': ....-

petraksanaaA n@;Oe 81.,,,d'an forfnat verifikasi dokumen

persyarat4nrpery.,,4!.11re4' Desa sebagaimana tercantum

a*** r,arrlpiran'il, l,alpp@ III* L6*oi11 lv dan Lampiran

V yang m*rup*k ,bAgia tidak terpisahkan dari Peraturan

BuPati ini; , ,,.,. .,1;, ...;,;.;.;.;:,.,:

..:':t.,:,,.:'.1r':."., .:,,t::i.,:,lr'.:t ' , 1., 
,

BAB V
LAPO'RAN.REALISASI FBNGGUNAAN DANA DESA

,, I Pasal 16

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disusun oleh

Pemerintah Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan.
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BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana

dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), ayat (4) dan ayat
(5);

b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun angg€Lran
sebelumnya lebih dari 3Ayo (tiga puluh persen);
danf atau;

c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat
pengawas fungsional daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf
c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun
anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD
dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUN
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 kepada Kepala
KPPN selaku KPA Perl-'i ran DAK f isikdan Dana Desa.

(4) Bupati memb.eritahukan kepada Kepala Desa yang
bersangkutan:r: mengenai Dana Desa yang ditunda
penyalurannya,, sebagairnana dimaksud pada ayat t2l
paling lambat.. akhirl' bulan ,November tahun anggaran
berjalan,dan agar dia-ngg4rkan kembali dalam rancangan
APB Desa tahun anggaran berikutnya.

(5) Bupati crengansgalkan kembali sisa Dana Desa di RKUN
sebagaimana dirnaksud padal ayat (2) dalam rancangan
APBD tahun anggaran ' berikutnya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran
sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran
berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaiuran
sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari
RKUN ke RKD kepada Kepala KPPN selaku KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat
minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

(7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan
penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud
pada ayat {2} tidak dapat disalurkan kembali.
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Pasal 19

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa

dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan

perrSraluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana

Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen)'

t2\ Dalam hal terdapat sisa Dana Desa sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), Bupati meminta penjelasan

kepada Kepala Desa mengenai sisa dana tersebut

dan/atau meminta aparat pengawas fungsional daerah

untuk melakukan Pemeriksaan.
(3) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran

Dana Desa tahrrn anggaran berikutnya'
(4\ Pelaksanaan pemotongan penyaluran Dana Desa

sebagaimana d.imaksud pada ayat (2) sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan.
(5) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada 
"I"1. 

(.1) kepada Kepala

KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(6) Dalam ha-l Kepala Desa melakukan penyalahgunaan

Dana Desa dan.ditetapkan sebagai tersangka, Menteri

dapat melahjkan penghentian penyaluran Dana Desa

Tahun Anggaran berjalan dan-/atau Tahun Anggaran

berikutnya,t. ,, ' 
,,,',,,,

(71 Penghentian penyalurarr-. D.t _, Desa sebagaimana

dimaksud pada,ayat {Q} ditetapkan dengan Keputusan

Menteri yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan: atas nama Menteri'
(8) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud

pada ayat {6}. ditetapkan kepada Ker-afa Desa setelah

Dana Desa Tahun . Anggaran berjalan disalurkan

seluruhnya, penghqntial penyaluran dilaksanakan pada

penyaluran Tahap I Tahun Anggaran berikutnya'
(9) Setelah menerima jawaban atas surat permohonan

penjelasan status hukum Kepala Desa dari pimpinan
lernbaga/penegak hukum atau lembaga peradilan

terkait, Menteri dapat menyaiurkan kembali Dana Desa

yang dihentikan penyalurannya setelah menerima :

a. pencabutan danf atau pemulihan status hukum
tersangka ; atau

b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap terhadap Kepala Desa yang melakukan
penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa.
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BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diuadangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabrrpa"ten Barito Selatan.

] ye'l;;rua"::i 2A2O

TO SELATAN,

Diundangkan di Buntok
pada tanggal -i ;1eb:n:*,::i 2020

BERITA DAERAH KABUPATEN.B&RITO SELATAN.?AHUN 2O2O NOMOR t

Ditetapkan di Buntok.

ARIS DAERAH
BARITO SELATAN;

w


